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RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN  
DI KOTA DUMAI 
 
OLEH: FITRAH SYAH BALQIS 
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Dumai yang berlangsung pada tanggal 14 Maret 
sampai 18 Juni 2021 di Instansi Pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Dumai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Retribusi Pelayanan 
Kebersihan di Kota Dumai dan Pelayanan Kebersihan untuk masyarakat di Kota 
Dumai. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi 
bagi masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai serta sebagai referensi 
untuk penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dengan 
narasumber di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yaitu untuk mengetahui 
upaya-upaya Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kebersihan di Kota 
Dumai melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai terutama dalam masalah 
sampah. Upaya tersebut adalah memberikan  jasa pelayanan terhadap orang 
pribadi maupun badan yang akan menerima jasa pelayanan kebersihan. 
 














CLEANING SERVICE RETRIBUTION IN THE CITY  
OF DUMAI 
 
BY: FITRAH SYAH BALQIS 
 
This research was conducted in Dumai City which took place from march 14 to 
June 18 2021 at a Government Agency, namely the Dumai City 
Environmental Service. The purpose of this study was to determine the levy for 
cleaning services in the city of Dumai and how the problem on cleaning services 
on the Dumai city. While the benefitso of this research are as information 
material for thecommunity and the Dumai City Enviromental service and as 
reference for further research. The results of this study are based on interviews 
with resource persons at the Dumai City Enviromental  Service,  especially  in  
the  waste  problem.  The  effort  is  to  provide services individuals and entities 
that will receive cleaning services. 
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1.1 Latar Belakang 
Pada era yang moderenisasi pada saat ini dunia pendidikan sangat 
membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, kita 
sebagai mahasiswa/I ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional 
agar dapt tercapai sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. 
Negara Indonesia juga merupakan Negara hukum yang berdsarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak dan kewajiban 
stiap orang. Oleh karena itu peparpajakan merupakan salah satu perwujudan 
kewajiban kenegaraan dalam rangka Kegotong royongan Nasional, sebagai peran 
seta masyarakat dalam pembangunan Nasional dan Pembiayaan Negara (APBN). 
Permasalahan negara Indonesia dalam bidang pemerintahan, masih banyak 
permasalahan dan urusan yang harus segara diselesaikan baik dipusat dan daerah 
agar permasalahan pemerintah dapat terselesaikan maka diberlakukannya otonomi 
daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah  Daerah  yang   menjelaskan  bahwa   daerah  
diberikan  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahannya. 
 
 Dilakukannya otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan pelayanan 
masyarakat yang semakin  baik,   pengembangan  kehidupan  demokrasi,   
keadilan  nasional,   pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang 
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serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, 
mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, 
meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi dengan adanya otonomi  daerah,   daerah  
diberikan  kewenangan   yang   lebih   luas,   lebih   nyata   dan bertanggung  
jawab,  terutama  dalam  mengatur,  memanfaatkan  dan  menggali  sumber- 
sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah 
daerah berwenang   membuat   sejumlah   kebijakan   yang   terkait   karakteristik   
dan   aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber 
dari penerimaan maupun pendapatan daerah.  
Pada tahun 1997, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah maka sejak saat itulah Daerah 
diberikan kewenanangan yang seluas nya untuk mengurus rumah tangga nya 
sendiri untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang 
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Berkaitan dengan itu, 
Pemerintah Daerah Kota Dumai mengeluarkan Perda No 09 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Seperti yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Dumai dengan menerbitkan Peraturan Daerah No 08 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan 
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Daerah tersebut menjelaskan yang dimaksud retribusi sampah adalah pemungutan 
biaya oleh Pemerintah Daerah sebagai  imbalan atas pelayanan kebersihan dan 
pengelolaan sampah yang meliputi pengambilan sampah dari sumbernya, 
pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA), serta penyediaan lokasi pembuangan akhir.  
Kebersihan  adalah  salah  satu  kehidupan  yang  didambakan  oleh 
manusia  dan  perlu  dipelihara  keberadaannya  dan  terdapat  pada alam 
lingkungan sekitar kita. Sampah   adalah   benda-benda   atau   barang-barang   
yang   tidak berguna dan atau telah dibuang oleh pemakainya yang dianggap 
mengganggu kebersihan lingkungan. Limbah  adalah  sesuatu  zat  padat  atau  
cair  yang  dapat  merusak atau mengganggu lingkungan hidup baik alam maupun 
manusia. Mobil  Sampah  adalah  kendaraan  khusus  yang  digunakan  untuk 
mengangkut/membuang sampah/limbah padat. Tempat   Penampungan   Sampah   
Sementara   (TPS)   adalah   suatu tempat  yang  disediakan  untuk  kepentingan  
menumpuk (menampung) sampah yang sifatnya sementara menunggu 
diangkut/dibuang. 
Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari 
kehidupan manusia dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan 
dan pencegahan. Yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan adalah 
menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai 
penyakit seperti diare, demam berdarah, muntaber dan lainnya. Hal ini dapat 
dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih indah dan nyaman. 
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 Kebersihan merupakan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam 
menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan 
lingkungan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran dan 
penyakit, yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan 
dan perilaku lingkungan masyarakat, dimana kehidupan manusia tidak bisa 
dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. 
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. Wajib retribusi adalah orang  pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi yang diwajibkan melakukan untuk pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi 
adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib 
retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemda yang 
bersangkutan.  
Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah, penerimaan dari dinas-dinas 
dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang 
bersangkutan, dan merupakan pendapatan yang sah. Sumber penerimaan daerah 
































 18 Dumptruck 
11 Armroll 
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai 
Dari table 1.1 diatas, maka dilihat dari volume dan sampah yang ditangani 
meningkat cukup banyak, akan tetapi dibantu dengan kendaraan yang tiap tahun 
nya bertambah, membuat kebersihan yang terorganisir. Jika anggota kebersihan 
tidak terlalu kurang dalam jumlah nya, maka misi DLHK terhadap Kota Dumai 
pun bisa terwujud, 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan bermaksud untuk 
menyusun tugas akhir yang berjudul  “Retribusi  Pelayanan Kebersihan  Di 
Kota DumaI”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelayanan kebersihan yang diberikan Pemerintah terhadap 
Masyarakat sekitar? 
2. Apakah pelayanan kebersihan di kota Dumai mengalami kendala 3 tahun 
terakhir? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
1. Untuk mengetahui pelayanan kebersihan yang diberikan Pemerintah 
terhadap Masyarakat sekitar. 
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2. Untuk mengetahui apakah pelayanan kebersihan di kota Dumai mengalami 
kendala 3 tahun terakhir. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Secara teoritis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Khususnya 
mengenai retribusi pelayanan kebersihan di Kota Dumai. 
2. Secara  praktis  untuk  menjadikan  masukan  bagi  seluruh  komponen  
masyarakat beserta pemerintah tentang pentingnya menjaga lingkungan. 
Khususnya mengenai retribusi pelayanan kebersihan di Kota Dumai. 
3. Manfaat bagi peneliti, dapat mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kota Dumai   No.  09  Tahun  2012  tentang   retribusi  pelayanan  
kebersihan 
 
1.4 Metode Penelitian 
1.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Letak Dinas Lingkungan Hidup Kota dumai berada pada JL. HR 
Soebrantas No. 02, Dumai. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bulan maret s/d juli 
1.4.2 Jenis Data 
 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini berupaya menggambarkan 
kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data 
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hasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati (Bugdon dan Taylor, dalam Moloeong 2005: 4). Tipe penelitian 
Deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena dimaksudkan guna menggambarkan 
secara deskriptif tentang hal-hal apa saja yang berhubungan dengan Rumusan 
Masalah yang diajukan. 
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data 
1. Sumber Data Primer 
a. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2008: 157). Pertanyaan 
tidak disusun terlebih dahulu melainkan disesuaikan dengan keadaan 
dan ciri yang unik dari informan. Dan Tanya jawab mengalir seperti 
dalam percakapan sehari-hari. 
b. Observasi  
Pengamatan secara langsung dengan sumber data. 
2. Sumber Data Sekunder 
a. Studi Kepustakaan 
Pengumpulan  data  ini  diperoleh  dari  berbagai  referensi  
yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini 
berdasarkan text books maupun jurnal ilmiah. 
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b. Studi Dokumentasi 
Teknik  pengumpulan  data  ini  diperoleh  melalui  peraturan  
menteri, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah 
yang akan diteliti. 
1.4.4 Analisis Data 
Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara 
lain: (Milles and Huberman, 1992: 16-20) : 
1. Penarikan Kesimpulan 
2. Penyajian Data 
3. Reduksi Data 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap 
bab dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II :  GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP    KOTA 
DUMAI 
  Bab ini menjelaskan sejarah singkat tentang Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Dumai, susunan organisasi, struktur organisasi, visi, 
misi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Dumai. 
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BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Bab ini akan diuraikan tentang pengrtian pajak, pengertian retribusi, 
pengertian pelayanan kebersihan,  
BAB IV :  PENUTUP 







GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI 
 
2.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai 
 Dumai merupakan sebuah dusun kecil dipesisir timur provinsi Riau. 
Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengakalis. Diresmikan 
sebagai kota pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-undang No . 16 Tahun 
1999 dimana status Duai sebenarnya adalah Kota Administratif. Pada awal 
pembentukan wilayah administrasi pemerintahan, Kota Dumai memiliki 3 
Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 9 Desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 
jiwa tingkat. Dumai mengalami beberapa peningkatan status. Semasa bergabung 
dengan Kabupaten Bengkalis, semula Dumai berstatus sebagai kota Administratif, 
yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya. 
 Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, Dumai dimekarkan menjadi 
sebuah kota yang berdiri sendir, berpisah dari Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 
27 April 1999 berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1999. Kota Dumai 
memiliki luas wilayah 1.727.385 Km2 dan merupakan kota terluas nomor dua di 
Indonesia setelah Manokwari. Saat ini Dumai dicanangkansebagai kota yang 
masuk dalam zona Bebas International. 
 Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dususn nelayan kecil 
yang terdiri beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang 
mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa jaman penjajahan jepang) dari Jawa. 
Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut: 
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1. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa. 
2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupat. 
3. Tahun 1963-1964, Dumai berpindah dari Kecamatan Rupat dan berubah 
status menjadi kewadenan. 
4. Berdasarkan PP No.8 Tahun1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai 
berubah status menjadi Kota Administratif (merupaka Kota Administratif 
pertama di Sumatra dan ke-11 diIndonesia) di bawaah Kabupaten Daerah 
Tingkat (Dati) II Bengkalis. 
5. Berdasarkan UU No.16 Tahun 1999 Tanggal 20 April (Lembaran Negara 
Tahun menjadi Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa 
jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga 
tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai. 
Terdapat beberapa filosofis yang cukup mendasar atas peningkatan status 
Kota Dumai dalam tatanan pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan, 
diantaranya adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, 
mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran dari masyarakat dalam 
upaya penyelenggaraan pemerintahan,pengelolaan proses pembangunan dan 
upaya pemberdaya masyarakat, disamping itu juga untuk menangkap berbagai 
peluang dan pengembangan ekonomi. 
 Kota Dumai dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri, PENGANTIN 
BERSERI adalah singkatan dari Kota PENGANTIN(Pelabuhan, Perdagangan, 
Tourism, dan Industri) BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) SEHAT 
(Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib).  
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Awal nama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah Dinas 
Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup atau disingkat DKPLH dan 
berubah menjadi Kantor Lingkungan Hidup bisa disingkat KLH pada Tahun 
2009 dikarenakan Pertamanan Kota menjadi bidang tersendiri. Sesuai Perda 
No.54 Tahun 2016 berubah menjadi dinas Lingkugan Hidup.  
 
2.2 Susunan organisasi 
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari: 
1. Kepala Dinas 
2. Secretariat, terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan 
b. Subbagian Tata Usaha 
c. Subbagian Keuangan dan Aset 
3. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, terdiri dari: 
a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan 
b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 
c. Seksi Pertamanan 
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
terdiri dari: 
a. Seksi Pengurangan Sampah 
b. Seksi Penanganan Sampah 
c. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, 
terdiri dari: 
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a. Seksi Pemantauan Lingkungan 
b. Seksi Pencemaran Lingkungan 
c. Seksi Kerusakan Lingkungan  
6. Bidang  Penataan  dan  Peningkatan  Kapasitas  Lingkungan  Hidup, 
terdiri dari: 
a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan 
c. Seksi Pengembangan Kapasitas 
7. UPT 
8. Jabatan Fungsional 
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2.3 Struktur Organisasi 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi 
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2.4 Visi dan Misi 
 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi harus dapat menunjukkan 
gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu 
pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua 
pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. 
Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai 
(clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang 
menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang 
ingin dicapai.  
Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen 
dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi 
pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan mengarahkan kondisi daerah 
yang ingin dicapai dimasa depan (desired future) dalam 5 (lima) tahun ke depan. 
Visi yang dituangkan dalam RPJMD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara 
bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara 
partisipatif. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan 
menterjemahkan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang 
dalam  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 
Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani 
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMN adalah “Terwujudnya 
Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan 
Gotong Royong”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah “Terwujudnya 
Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau 
Bersatu)”.  
Mengacu pada kedua Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi 
existing maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 20121-2026,  adalah 
sebagai berikut : 
" Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul 
Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu " 
Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung 
di dalamnya, yaitu: 
1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari 
kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor 
pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir 
timur pulau Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis 
untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri.  
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi 
masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh 
Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai 
budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan 
pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya 
tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah. 
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3. Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang 
merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 
yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang 
telah ditetapkan. 
Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan 
di atas adalah: 
1. Mengembangkan Perekonomian  Kota yang berdaya saing dan bertumpu 
pada  kepelabuhanan dan industri. 
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri  
Melayu. 
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas. 




BAB IV  
              PENUTUP 
 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa: 
Retibusi Pelayanan Kebersihan di Kota Dumai dilaksanakan oleh Dinas 
Lingkungan Hidup secara langsung tanpa kerjasama pihak ketiga, namun  system 
swakelola atau kerjasama dengan pihak ketiga baru akan diterapkan pada tahun ini 
2021. Retribusi Pelayanan Kebersihan belum berjalan maksimal buktinya karena 
target yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tidak didasari 
pada potensi yang sesungguhnya, hal ini dibuktikan dengan target yang setiap 
tahunnya berkurang, dikarenakan minimnya anggaran sehingga DLHK 
mengurangi target yang ingin mereka tetapkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Dumai  belum menggali potensi yang sesungguhnya. Karena potensi Retribusi 
Kebersihan kalau mau dikejar, ditetap kan target nya, ketetapan target tahunan 
belum dilakukan dengan financial yang detail karena ada potensi Pendapatan 
Retribusi Pelayanan, dikarenakan, anggaran yang kecil, sarana nya yang kurang 
nya, kurangnya sumber daya manusia, maka penghasilan tidak seimbang dengan 
pengeluaran. Maka dari itu aspek bisnis pemerintah kedepannya boleh dilakukan 
dan didampingi dengan aspek sosial (pelayanan).  
Hambatan dalam retribusi pelayanan kebersihan diantaranya anggaran 
yang diterima oleh pos DLHK minim, dan anggaran tersebut dihabiskan untuk 
gaji pegawai dan operasional untuk armada. Biaya operasional yang tinggi 
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mengakibatkan DLHK kesulitan. Dan DLHK juga kekurangan dalam armada truk 
membuat DLHK tidak maksimal dalam proses pengangkutan sampah. Armada 
yang hanya dimiliki hanya 14 itupun tidak semua nya bias digunakan, idealnya 




DLHK sebaiknya melakukan sosialisasi ke masyarakat dikarenakan 
minimnya penjelasan yang dilakukan penarik retribusi di setiap kelurahan/ desa 
sehingga penyampaian informasi yang diperoleh tidak dapat dipahami dengan 
baik. 
Pemerintah hendaknya memberikan informasi ataupun penyuluhan-
penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang kebersihan dan membuang sampah 
sesuai pada tempat nya, agar masyarakat dapat mengerti bagaimana keindahan 
kota tanpa sampah. Untuk mengerjakan sesuatu hal kita seluruh masyarakat dan 
pemerintah harus bekerja sama dan bergotong royong demi menciptakan kota 
yang idaman. Juga hendaknya menghilangkan rasa dengki dan egois, agar 
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